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BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR
66 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12

Mengingat 1.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dan menindaklanjuti
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 76 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2014 serta untuk mencukupi
kebutuhan pupuk pada sektor pertanian di Kabupaten
Kutai Kartanegara, maka perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2013 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb.
pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2013
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2014:

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820):
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478),

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821),

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4411):

5.

Te

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

7.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5015),

8.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang9.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585),
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai Barang Dalam
Pengawasan,
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi
Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi:
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara
Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 491):
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik,
Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 664):
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran,
Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi
Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366),
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
122/Permentan/SR.13011/2013 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2014:
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2014:
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014:
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11):
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2013 Nomor 31):
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25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2013

Menetapkan :

tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2014,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 66
TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 66 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan,
jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi rencana
definitif kebutuhan kelompok tani yang disusun oleh
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura dan diketahui oleh Kepala Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluh.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal
baru, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk
bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati
akan melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis,
jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi
prioritas.
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3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal
baru , yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A
Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dilakukan sesuai yang tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi sampai ke Penyalur di lini IV dilakukan
sesuai Peraturan Menteri Dalam Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian.

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
oleh penyalur di lini IV ke petani atau kelompok tani
diatur sebagai berikut :

a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini
IV berdasarkan rencana definitif kebutuhan
kelompok tani sesuai dengan wilayah
tanggungjawabnya,

b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana
dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan
kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-
masing kecamatan/desa: dan

C. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada
huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu:
tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat
mutu.

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di
Lini IV ke Petani atau kelompok tani sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortilkultura/Kepala Dinas
Perkebunan dan Kehutanan/Kepala Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan/Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan
pendataan rencana definitif kebutuhan kelompok tani
diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam
pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat
petani/ kelompok tani dilakukan melalui
pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik
lokasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
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(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke
Petani dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan
Peptisida (KPPP).

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 September 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGA

——A Ane
DRS. EDI DAMANSYA
NIP.19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR
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